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Pendahuluan

Pemerintah RI Kembali Fasilitasi
Pemulangan 152 WNI Overstayer ke
Tanah Air

Mel 2025

Problematika TKI yang masih menjadi isu buruk hingga kini menunjukkan lemahnya pengawasan negara, menyebabkan kasus
deportasi berulang akibat pelanggaran keimigrasian, seperti overstay, maupun pelanggaran hukum di negara tujuan.

UU PPMI sebagai peraturan yang berlaku mengatur mengenai sanksi bagi PJTKI ilegal sebagai efek jera yang sering menyebabkan
kasus TKl ilegal akibat beberapa pelanggaran dan status tidak sah.

Pemerintah telah bijak menetapkan sanksi bagi PJTKI ilegal sebagai upaya memberikan efek jera, namun hal tersebut menjadi tidak
seimbang apabila TKI ilegal sebagai pelanggar individu tidak tfurut dikenai pertanggungjaowaban hukum, sehingga tidak
menimbulkan pembelajaran bagi mereka sebagai pekerja.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenal pencegahan tenaga
kerja Indonesia ilegal di Indonesia?
2. Bagaimana pencegahan Tenaga Kerja Indonesia ilegal oleh

pemerintah Indonesia?
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Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual menempatkan negara
sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan
hukum melalui kebijakan penegakan hukum yang efektif. Metode vyuridis
normatif digunakan dengan dengan penulisan penafsiran sistematik, melalui
pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dengan
meninjau peraturan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

Bahan hukum primer yang dikqgji adalah UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahan hukum sekunder
seperti literatur, artikel jurnal, buku hukum yang relevan. Adapun peneliti
dalam hal ini menggunakan analisa deduktit digunakan dalom melakukan
kajian penelitian ini.




Penelifian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki
dasar hukum untuk mencegah keberangkatan Tenaga Kerja
Indonesia (TKl) ilegal melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017, PP Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan BP2MI Nomor 7
Tahun 2022. Namun, pengaturan yang berlaku masih lebih
berfokus pada pemberian sanksi kepada agen atau
perusahaan penempatan ilegal, sedangkan TKI yang sengaja
berangkat melalui jalur nonprosedural belum diatur secara
tegas. Selain itu, pelaksanaan pengawasan dan penyebaran
Informasi kepada masyarakat masih belum berjalan secara
optimal sehingga kasus TKl ilegal masih terus terjadi.
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A. Konsep Tenaga Kerja Migran dan Tenaga Kerja Indonesia llegal

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah warga negara
Indonesia yang bekerja di luar negeri melalul prosedur resmi sesuai
peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, TKI illegal adalah
pekerja yang berangkat tanpa mengikuti prosedur yang
ditetapkan, misalnya menggunakan agen fidak resmi atau
dokumen yang fidak sah. Perbedaan ini sangat penting kareno
pekerja yang mengikuti jalur resmi memperoleh perlindungan
hukum yang lebih baik, sedangkan pekerja ilegal lebih berisiko
mengalami eksploitasi, kesulitan mendapatkan bantuan hukum,
hingga deportasi.
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B. Kebijakan Hukum Nasional tentang Pencegahan Tenaga Kerja
Indonesia llegal

Pemerintah telah mengatur perlindungan pekerja migran
melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 59
Tahun 2021, dan Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2022. Aturan
tersebut mengatur Proses pendaftaran, persyaratan,
penempatan, serta perlindungan pekerja migran sejak sebelum
pberangkat hingga kembali ke Indonesia. Namun, pengaturan
saat inl masih lebih menitikberatkan pada penindokan terhadap
agen ilegal dibandingkan tfanggung jawab individu yang memilih
jalur nonprosedural.
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C. Pencegahan PMI llegal oleh Pemerintah

Pencegahan PMI ilegal menjadi tanggung jawab bersama
pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Sefiap
tingkat pemerintahan memiliki  tugas memberikan informasi,
melakukan pendataan, pelatihan, pengawasan, serta
perlindungan kepada calon pekerja migran. Keberhasilan
pencegahan sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi,
penyebaran informasi yang merata, dan meningkatnya kesadaran
masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal.
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D. Skema Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia llegal
Skema pencegahan dimulal dar pendataan calon pekerja,

veriflkasi dokumen, pemberian edukasi,
pengawasan keberangkatan secara berjen]
desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
ini felah diatur dalam peraturan, pe

pelatihan, hingga
ang oleh pemerintah
Meskipun mekanisme
aksanaannya masih

menghadapi kendala, ferutama kurangnya sosialisasi di daerah
dan maraknya perekrutan melalui media sosial. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan pengawasan, edukasi berkelanjutan, dan
pembaruan regulasi agar pencegahan 1Kl ilegal lebih efektit.
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Temuan Penting Penelitian

Kekosongan hukum terhadap TKI ilegal sebagai individu
pelanggar, sehingga belum ada afuran yang memberikan
pertfanggungjawaban hukum bagi mereka yang memilih
bekerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi. Penelitian juga
menemukan bahwa pencegahan lebih banyak dilakukan
setelah terjadi masalah, seperti deportasi, dibandingkan upayao
pencegahan sejak awal melalui edukasi, pengawasan, dan
pendataan di tingkat desa maupun daerah.
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Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi
pemerintah dalam  memperbaiki  regulasi mengenai
pencegahan TKl ilegal agar lebih lengkap dan efektif. Selain
Itu, hasil penelitian inl dapat meningkatkan pemahaman
masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur resmi
ketika bekerja di luar negeri, sehingga dapat mengurangi
rnsiko deportasi, eksploitasi, serta pelanggaran hukum di
negara fujuan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi
bagl pengembangan iimu hukum, khususnya di bidang
perlindungan pekerja migran Indonesia.
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